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Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data,
dimana dikgji secara mendalam mengenai norma-norma hukum pada hukum perkawinan, sekaligus
menggali akibat hukum dari dikeluarkannya putusan MK No. 46/PUU-V111/2010 tentang Uji materil
terhadap pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Adanya putusan MK No. 46/PUU-V111/2010, membawa dasar pijakan baru bagi perlindungan anak luar
kawin, akan tetapi juga membawa masalah baru berkaitan dengan anak luar kawin. Anak luar kawin, yang
dimaksudkan dalam putusan MK No. 46/PUU-V111/2010, adalah anak luar kawin dalam arti luas (anak hasil
perkawinan yang tidak dicatatkan, anak hasil hubungan zina, anak sumbang/incest). Adanya putusan MK
tersebut, berakibat adanya hubungan darah dan hukum antara anak luar kawin, bukan hanya dengan ibu dan
keluarga ibunya, akan tetapi juga terhadap ayah dan keluarga ayahnya. Hal tersebut dimungkinkan, selama
itu dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya. Putusan
tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan KUHPerdata, tentang pengakuan dan pengesahan anak (Ps. 273 jo
Ps. 49 UU Adminduk), serta ketentuan tentang larangan penyelidikan ayah seorang anak (Ps. 287
KUHPerdata), maka akan saling bertentangan, dan pada akhirnyatujuan dari putusan ini yakni untuk
perlindungan anak, tidak sepenuhnya dapat terwujud sepenuhnya.

Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, putusan MK tersebut pada dasarnyatidak berkesuaian
dengan ketentuan dalam KUHPerdata, dan sebagai akibatnya ada kekosongan hukum. Sehingga dengan
demikian, pemerintah seharusnya membuat peraturan berkaitan dengan anak luar kawin, salah satunya
dengan membuat PP berdasarkan amanat pasal 43 ayat (2) Undang-undang perkawinan, dan tetap
melakukan perlindungan terhadap anak luar kawin, tidak sebatas keluarnya putusan MK No. 46/PUU-
V111/2010. Selain itu perkawinan tidak dicatatkan/nikah sirri/nikah di bawah tangan, sebagai penyebab
lahirnya anak luar kawin pun sebaiknya dicegah dengan jalan penyadaran masyarakatpun akan pencatatan
perkawinan, serta pertimbangan akan keikutsertaan para tokoh agama untuk membantu pencatatan
perkawinan.
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